
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.179, 2018 KEMENPU-PR. SMK3 Konstruksi PU. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02/PRT/M/2018                                      

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 

05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 

dapat berpotensi terjadinya kecelakaan konstruksi yang 

membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan 

publik, keselamatan harta benda, dan keselamatan 

lingkungan sehingga untuk menjamin keselamatan 

pekerjaan konstruksi perlu membentuk Komite 

Keselamatan Konstruksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 

 

Mengingat: 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 6018); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah 

beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Peraturan  

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5949); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi 

Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 628); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881)  sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri PUPR 05/PRT/M/2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 

05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) 

KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM.  
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara Pasal 1 angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 

(satu) angka yakni angka 13a dan mengubah angka 14, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasl 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang 

selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui 

upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.  

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang 

selanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU 

adalah bagian dari sistem manajemen organisasi 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka 

pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan 

konstruksi bidang Pekerjaan Umum. 

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau 

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 

bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi 

mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan 

lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau 

bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu. 

4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang 

mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 

Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan 

dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang 
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